
BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI IGLIM+NTAN SEI'ATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR ].1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SITUS WEB DAN MEDIA SOSIAL

DILiNGKUNGANPEMBRINTAHKABUPATENBARITOKUALA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mglunjang 
- 
pelaksanaan dan

pengembangan sisteir pemerintahan berbasis elektronik

iS-pEBt, oJt r. Ciperlukan opdmalisasi pemanfaatan situs
*.b =.tu"gai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi
untuk rnenyarnpaikan berbagai informasi pemerintahan
kepada masyarakat;

b.bahwaagarpengeiolaandanpemanfaatanterhadapsitus
web aan meOia sosia.l resmi Pemerintatr Daerah dapat
berjalan lalcar, terarah dan optimal maka perlu adanya
aturan tentang Pengelolaan Situs Web dan Media sosia-l

Mengingat

Resmi Daerah;

c. bahwa sebagai, situs web induk Pemerintah Daerahdi
internet, diperlukan sinergitas dan interoperabilitas dengart
situs-situs web Satuan l{erja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi subComain
dari baritototalakab.ga.id dalam penyediaan data dan
informasi, sehingga bermanfaat dalam mendukung
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan
pela3,,anan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pengelolaan dan
Pemanfaatan Situs Web di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Baritc Kuala perlu diatur dengan Peraturan
Bupati.

l.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun i953 tentang
pembenfukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara R.epublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tamba.Lan Lembara"n Negara
Republik Indonesia }iornor i82O);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1l Tahun 2008

tentang Inform'asi dan Transaksi Elektronik (l'embaran

Negara nepuUliit- i'Jo'*"it Tahun 2008 Nomor 58'

Tambahan L"*bn'"''' Negara Republik Indonesia

Nomor 4843)',

4. Undang-Undang Nomol . -.!4 , Tahun 2008 tentang

Keterbukaan tnlfo'*asi Pubiik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61' Tambahan Lembaran

N*g"t" n"publik Indonesia Nomor 4846\;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2QI4 No*ot 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaim-ana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Penibahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor ZS fahun 2OL4 tentang Pemerintahan

naerali (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5g, Tambahan Lmbaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas indang-Und'ang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251' Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor B2 Tahun 2072 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi trlektronil<;

8, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di
Indonesia;

1O. instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2OA3 tentang Kebiiakan
Strategi Nasional Pengembangan e-Governmen[;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28
tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk
Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
28/Perkominlo l9 I 2AO6 tentang Penggunaan Domain go.id
untuk Situs Resmi Pemeriniah Pusat dan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;



14. Peraturan Bupati Barito -Kuala 
Nomor ^t7-:1ht'" 

2017

tentang uttil'i tII"-" u''t'i-ut'"ttr organisasi Dinas

Komunika*i d;; rttfor?atii<a Kabupaten Barito Kuala'

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG

PENGELOLA{N SlTiis ivEB DA}'r M]DDIA sosIAL D]

LINGKUNGAN PEM;NTNTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah ad"alah Pemerintah Pusat'

b".t"ft adalah Kabupaten Barito Kuala'
pemerintah Daerah Lautni-, nup.ti aan P"r".,gkat Daerah sebagai unsur

p.tty"f""ggara Pemerintah Daerah'

Erfi".i "iirf, Bupati Kabupaten Barito liuala'

satuan Kerja perangkat Daerah lirg selanjutnya d.isebut sK:P_ adalah

unsur pembantu-^ii.p"f" n..r.i.* i"i** peny.t.nggaraan Pemerintah

Daerah yang terdiri dari Sekretariai DaerJh, 
-Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah' Kecamatan dan Kelurahan'

Dinas i<omunit<asi dan tnformaiitca adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Barito Kuaia'
Desa adalah n"""'y."g L..t.araukan di wilayah Kabupaten Barito Kuala'

Situs Web atau W.UJit" adalah kumpuian halaman yang menampilkan

informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, Suara,

video dan atau gabungan d-ari semuanya, baik yang bersifat statis maupun

dinamis yang memL,entuk satu rangiiaian bangunan yang saling terkait

dirnana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman

1l-.

2.
-).

AT.

5.

6.

7.
8.

(hyperlink).
g. Domain ada-Iah alamat unik didunia internet yang digunakan untuk

mengidenti{ikasi sebuah situs web, atau dengan kata lain domain name

adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah situs web pada

dunia internet.
10. Sub-Domain adalah bagian dari domain. Subdomain biasanya digunakan

sebagai pembagian area dari sebuah situs web.
1 1. Hosting atau Web hosting adalah layanan yang menumpangkan

keselpruhan mgatan suatu situs r.veb kepada suatu perangkat keras
(serrrer) yang terhubung dengan internet sehingga dapat ditampilkan di
website.

12. interoperabilitas adalah kerjasama antara situs web milik satuan kerja
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan website
wwu,. baritokualakab. qo. id

13. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi melalui media komunikasi
elektronik.

14. Media sosial ada-lah bentuk komunikasi elektronik (seperti situs web untuk
jejaring sosia-l dan microblogging) melalui mana para penggunanya
menciptakan komunitas online untuk berbagi informasi, gagasan, pesan'
dan konten lainnya {seperti gambar dan video).



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
MAKSUD

Maksud darl Pengelolaan dan Pemanfaatan Situs V/eb di Lingkungarr
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah untuk mengatur penyelenggaraan
situs r,veb Pemerintah Daerah sehingga mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masvarakat.

Pasal 3
IUJUAN

Pengelolaan dan Pemanfaatan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala ini bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan situs web yang
mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan
Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada
masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III
SITUS WEB

BAGIAN PERTAMA
SITUS WEB PDMERINTAH DAERA,H

Pasal 4

(1) Situs Web resmi Pemerintah Daerah adalah situs web yang dikelola dan
dimanfaatkan daiam rangka pemberian layanan informasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
kepada masyarakat;

(2) Situs Web Pemerintah Daerah terdiri dari situs web induk dan situs web
SKPD;

Pasal 5

(1) Situs Web Induk ada-lah situs web resmi Pemerintah Kabupaten Baritc
Kuala yang memuat informasi-informasi umum mengenai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
wilayah Kabupaten Barito Kua-la;

(2) Pengalamatan situs web induk Pemerintair l(abupaten Barito Kuala
me n ggunakan alamat do main u'u'r,,-. l:rir_ij:: r: r-.1 alak a b . rrr; . ici ;

Pasai 6

(1) Situs Web SKPD adalah situs web resmi SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala yang memuat informasi-informasi khusus
mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang dilaksanakan oieh SKPD bersangkutan sesuai
btidang tugas dan kewenangannya;



(2\ Pengalamatan situs web SKPD

u) ito
contoh:

mengggnakan sub domain Pemerintah
format sebagai berikut:

Bagi SKPD Yang beium memiliki
*.b induk untuk kePerluan
bersangkutan.

Pasal 7

situs web SKPD, d'apat memanfaatkan situs

penyajian informasi lingkup SKPD yang

BAGIAN KEDUA
SITUS WEB PtrMERJNTAH DESA

Pasal 8

(1) Sirus web desa adalah situs web resmi pemerintah desa yang memuat

informasimengenaipenyelenggaraanpemerintahan,pembangunandan
kemasyarat at# yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang

bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya'

{2) Pengalamatan situs web desa menggunakan domain desa'id dengan

format: {nama desa)-baritokuala.desa'id
Contoh: wttsry. kuaLalup atc-b aritokuala' de s a' id

(3) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pembinaan situs web desa agar

pengelolaan dan pemanfaatannya dapat berjalan optimal'

{4) Standar Pengelolaan Situs Web Desa dapat mengacu pada Pedoman

Standar Pemtangunan dan Pengembangan Situs Web di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, yarlg disesuaikan
dengan kebutuhan d.esa dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
MEDIA SOSIAL

I)a. a I C

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memalfaatkan media
sosial sebagai salah satu tools da-lam menjalankan strategi komunikasi
untuk meningkatkan pemberian layanan informasi publik, penyediaan
sarana partisipasi publik dan sarana interaksi dengan masyarakat.

(2) Pengalamatan media sosial resmi rnilik Pemerintah Daerah mengacu pada
forrnat berikut ini:

a.
b.
C.

d.

Facebook: .

Twitter : wr.r,'rv.tr,vitter.com i (nama-skpd).-l2aritokualakab.
In stagram : www. in stagram. com / (nama- skpd ) . bari tokualakab.
YouTube : gn4lv.yqutube.com/ (nama-skpdJ.baritokualakab.



{3) Pengalamatan media sosiai resmi milik pemerintah desa mengacu
pada format berikut ini:
a. Facebook
b. Tu,itter
c. Instagram
d. You'lute

t'u.ir'. facqiti ;o k. ccm / { I i r m a - cie sa I . l;t.i r-l t oii ; ti I i,r l<:: b.
:fufl..trtliil'.com I { .

u.u'r,v. i n q t a grnm. -cgm / ( n ama- d e q a ) . b a ri to krl a I a ka b.
rv u.u'.,v gu tu tle . c o m l_ i n a m a- d e sA ) . ba ri to kua 1 a !a b .

BAB V
KONTEN WEBSITtr

PLlsal I0

(i) Konten dari situs web dan akun media sosiai resmi Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa seb,agaimana dimaksud pada Pasal 4 sampai
dengan Pasal 9 pada prinsipnla harus memuat informasi yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan"

i2) Konten situs web dan medirr sosial sr:b;igerimana climarksud paicla avai
(1)harus memiliki kualitas inlormasi yang baik, bersifat aktual, akurat,
dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 1 1

Situs Web dan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak boleh
berisi konten-konten yang bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, seperti mengandung unsur SARA, ujaran
kebencian, kekerasan, sadisme, K[)RT dan pornoglali.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 12

{1) Untuk ketertiban dar-i keberhasilan penl,elenggaraan situs r,veb, dilakukan
perencanaan vang meliputi aspek:
a. Studi keiayakar-r;
b" Ketersediaan anggaran;
c. Sumber da1'a manusia;
d. Infrastruktur;
e. Data dan Informasi.

{2) Setiap perencanaan pengadaan dan atall pembangunan situs web SKPD
harus dikonsultasikan terlebih <lahulu kepada Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagai Koordinator yang membidangi Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika di Daerah.

(3) Setiap perencanaan situs web harus berpedoman pada standar
pembangunan situs rzu'eb, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran
dal isi situs w,eb.



(l)

(2)

BAB VII
PEMBANGUNAN,PENGtrMBANGAN,DANPBMBINAAN

BAGIAN KESATU
Pembangunan

Pasal i3

setiap Pembangunan silus u,eb SKPD harus memperhatikan aspek

inte rip er abilitcs intuk mendukung keberhasilan situs web induk'

Setiap pembangunan sitr-rs w'eb SKPD harus mengacu Plda Pedoman

stanciar Pembangunan dan Pengembangan Situs web di Lingkungan
pemerintah Kabirpaten Barito liuala scbagaimana terlampir dan

merupakan bagianiidak terpisahkal dari Peraturan ini.

BAGIAN KtrDUA
Pengembangan

Pasai 14

untuk kepentingan perubahan maupun penambahan data dan informasi atau

perubahan fit,lr-fiiur dari situi t*U yang terbangun dan sudah

ierstandarisasi, dapat dilakuka. pengembangan oleh SKPD yang

bersangkrrtan, dan bisa berkoordinali d.nga.t Dinas Komunikasi dan

Informatika.

BAGIAN KETIGA
Pembinaan

Pasal 15

pembinaan terhaclap pengelolaan dan pemanfaatan situs 'iveb dalam

iingLup pemerintatr d-aerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi

,rus^r, Komunikasi dan lnformatika'

Dalam melaksanakan tugas pembinazrn sebagaimana d.imaksud daiam

ayat (1), SKPD yang membidangi urusan iiomunikasi clarr Ir-rlormi'rtika

dlpat bekerjasa** I.r-,g"n instansi pemerintah laL'-rrn;'a dan/atau-piherk
L.iiga ".".r*i 

kebutuhan dan atural perundang-undangan yang beriaku'

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan {21 bisa
berupa pemberian bimbingan teknis pembuatal dan/atau pengelolaan

situs web serta pemberian penghargaan terhadap situs r'r'eb yang dinilai
terbaik untuk memotivasi peningkatkan kualitas pengeloiaan dan

pemalfaatan situs web SKPD.

Pembinaan dalam bentuk pemberian bimbinan teknis Lrisa berupa
sosialisasi, pelalihan, maupLln ,,r,orkshop pembuatall dan/atau
pengelolaan situs web.

Pernbinaan dalam bentuk pemberiau penghargaan terhadap situs lt'cb
terbaik dilakukan oleh Tirn Peniiai dengan koordinasi SKPD yang
membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

(1)

{2)

(3)

('t )

(s)



(1)

{2)

(6)

\7\

(1)

{2)

{i)

Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ditetapkan
oleh Tim Penilai dengal koordinasi SKPD yang membidangi urusan
Komunikasi dan Informatika.

Tim Peniiai sebagai.mana dimaksud daiam al.at (5) dan (6) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PtrNGENDALIAN

Pasal 16

Pengendalian terhadap penyeienggaraan situs web dilakukan untuk
mengatur dan menertibkan penyelenggaraan situs web di lingkungan
pemerintah Kabupaten Barito Kuaia.

Pengendalian sebagaimana clirnalisuC pada a',.at (1j rneliprrti:
a. Pengendaiian Teknis;
b. Pengendalian Konten.

Pasal 17

Pengendalian Teknis sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point
a adalah pengendalian terhadap aspek teknis situs web, agar
penyelenggaraan situs web dapat berjalan dengan lancer.

Pengendaiian Teknis dilakukern oleh SKPD yang membidangi urusan
I{omunikasi dan Informatika.

Pzrsal 1B

Pengendalian Konten sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point
b adalah pengendalian terhadap aspek konten situs web untuk
memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat
serla tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengendalian Knnten untuk situs SKPD dilakukan oleh masing-masing
pengelola situs web SKPD.

Pengendalian Konten untuk situs web induk dilakukan secara bersama
oleh Dinas Komunikasi dan lnformatikan dengan SKPD yang ikut.
menyajikan informasinya di situs rveb induk.

BAB IX
ORGANISASI PtrNGELOLA SITUS WEB

Peisal i 9

Setiap situs rveb SKPD )'ang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat
pengeloia situs u,eb yang ditctapkan dengan I(eputusan kepala SKPD
dan/atau unil kerja yang bersangkutan.

Struktur organisasi pengeloia situs web sebagaimana dimaksud pada aya1.

{1) mengacr-r pada Pedoman Standar Pemi:angrlnan da.n Pcngen-rbangan
Situs Web di Lingkungi,ir-r Pcnreri.nLah Kai:upaten ti;ri-ito liuala
sebagairnana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari
peraturan ini.

rD)

(3)

(1)

{2)



BAB X
PEI,APORAN

Pasal 20

(1) setiap SKPD waji!. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaansirus v"eb yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kornunikasjdan informatika.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud.pada avat (1) paling sedikit berisi tentang
v-olume pengisian konten, aktivitas tim peng.lola -dan kegiatan hunting
data.

(3) Rekapifuiasi laporan hasii pelaksanaan pengelolaan situs web SKpD dansitus wehr induk disampaikan oleh xepala Dinas Kornunikasi danInformatika kepada Bupati.

BAB XI
PENlBI.6JAAN

Pasai 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan dan
Pemanfaatan Sifus Web di lingkungan Pernerintah Kabupaten- Barito Kua_la
dibebaakan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAIY PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat
Peraturan Bupati ini dengan
Barito Kuala.

mengetahuiniza.. memerintahkan pengundangat.l
n1-a dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BARITQKUAT-N,

/a" rt, .?
Hj. NOORMTLTY

Diundangkan di bahan
pada tanggal J rrari OOl Qqqrt 4V 1U

SEI(RETARIS

H.
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUAI A TAHUN 2018 NOMOR 11



I.

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 11 Tahun 2018
Tanggal 29 Januarr ZOlg

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SITUS WEB
DI LINGKUNGAN PEMBRINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

PEDOMAN STANDAR PBMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SITUS WEB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

standar Pembangunan dan Pengernbangan situs web di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dimaksudkan untuk ketertiban dan
membentuk keseragaman situs r,veb di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala yang akan menjadi kekhasan dari prolil Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, latar belakang diperlukannya
keseragaman ini adalah untuk:

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web SKpD;
2- Mewr-rjudkan prinsip "one input for many purpose", di mana semua

situs web maupun apiikasi yang berhubungan dengan data seluruh
SKPD terintegrasi langsung dengan situs web baritokualakab.go.id;

3. Membangun ciri khas situs web Pemerintah Daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada

situs-situs web Pemerintah Daeralr;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada selumh sKpD

agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan
dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: I. Lapisan
Presentasi, II. Penamaan Domain, III. Pengajuan E-mail, IV. penambahan
Menu, V. Standar Aplikasi, VL Strurktur Konlen, VII. Interaksi l\{anusia-
Komputer, VIIL Teknologi, IX. Kodefikasr, X. Pengorganiseisian, dan XI.
Mekanisme Kerja Akses Internet.

LAPISAN PRESBNTASI
Layout dan Nauigasi
Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standar situs
web meliputi:
a. Disain (memanfaatkan CSS/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan

style yang ada secara konsisten dalam pemiiihan warna, jenis huruf,
dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap
halaman situs;

b. Halaman Terstmktur (Header, Struktur I\avigasi menu pada kiri atau
kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer);

c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatal<an
identitas SKPD yang memiiiki situs web tersebut, Lambang Kabupaten,
Fasilitas: Peta Situs, search, Home, Kontak (struktur pengeloia situs
web), dan tanggal).

PENAMAAN DOMAIN
Penameran Domain untuk situs w.eb SKPD harus dii<oordinasika;r dengan
Dlnas Komunikasi dan Informarika Kabupaten Barito Kuala.

n.



III. PENGAJUAN E.MAiL
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuaia

menetapkan penamaan akun e-mail SKPD berdasarkan nomenklatur
SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

2. Pengajuan akun e-mail(rr;baritokualaEab.eo.id untuk pribadi, diajukan
secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala sKpD yarrg
kemudian disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala.

PENAMBAHAN MtrNU
Pada dasarnya, penambahan danf atau perubrahan menu-menu standar di
dalam situs u,eb sKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan sKpD
yang bersangkutan, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk
interoperabilitas guna menunjang situs web induk baritokualakab.go.id
yang meliputi menn beita, data statis (data pembarugunan) dan proJn d.ata
SKPD,

STANDAR APLIKASI
1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web ada

penambahan, pengurangan atau pengubahan men1t, langsung
berpengaruh pada peta situs);

2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat
ini);

3. Berita {berita terbaru seputar SKPD yang bersangkutan dan yang
berhubungan);

4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh sKpD
atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);

5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan
informasi, event, parneran, dsb);
Data statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik,
dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
Link terkait (link-link yang terkait dengan SKPD);
Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung
berdasarkan kategori-kate gori) ;

1o. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung
situs untuk dimintai pendapatnya);

11. Search (memiliki search engine yang terdiri dari search biasa dan
oduance search);

12. KeLerangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun
dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa
rekapan tanggal moclifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang
ada di setiap bagian tersebut);

13. Format: hari dd, bulan mm, tahun qUUA, Pilihan menu dua ba.hasa
(Indonesia, Inggris, Teks berjaianf mnning text);

14, Footer (pemilik sirus web, tahun pengembangan);
15. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman ).ilng diakses,

setiap haizrrnan rnemiliki judul halaman yang unik dan representatitJ;

VI. STRUKTUR KONTEN
Struktur menu pada setiap situs web SKPD tergantung kebutuhan yang
disesuaikan denga:r kewenangan SKPD yang bersangkrrtan. Narnun
terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:
1. Bersifat dinamis {dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus,

sesuai dengan kebuhrhan);

IV.

V.

6.

7.
B.
9.



2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan

atr-iran tertentu vang memudahkan pengunjung untuk mengakscs;
4. Ser-iap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan

struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan:

a. Manajemen rrrenlr (Content Management System) ;

b. Manajemen User;
c. Manajemen approvai (baik untuk konten berit;r, data stertistik,

forum, dsb).

Selain struktur menu konten, juga harus dipedomani Standar Minimal
Konten sebagai-berikut:

STANDAR MINIMAL KONTEN SITUS WEB RESMI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

No. Jenis Data & informasi Periode
Update Konten Penanggung-jarvab

1. Berita Kegiatan Bupati, Wakil Bupali
dan Sekretaris Daerah

Menyesuaikan Humas Sekretariat
Daerah/Dinas
Kominfo/Tim

Website induk
2. Berita (berita terbaru seputar Kegiatan

dan Ker.r,.enangan SKPD)
1 (satu) artikel

per minggu
SKPDlSubdomain

J. Agenda (agenda SKPD dapat jliga
menjadi aJrrrg proriosi dan iniirnnaisi,
event pameran pemban{unan, dsb) .

Mer-ryesuaikan SKPD/Subdomarn

A?. Layanan (informasi berupa layanan
dan SOP yang diberikan oleh SKPD,
misalnya rekomendasi, perizinan, dan
lainnyai.

Menyesuaikan SKPD/Subdomain

5. Data statistis (data dari SKPD dalam
bentuk angka-angka statistik, dapat
ditampilkan dalam bentuk angka,
tabulasi, gra{ik, dan sejenisnya).

Menyesuaikan SKPD/Subdomain

6. Galeri Foto (kumpulan gambar
kegiatan yang darpat dilihat oleh
pengr,rni u-ng berdasarkan kategori).

Menyesuaikan SKPDlSubdomain

Selayang Pandang (Pcnjeiasan singkat
tentang keberadaan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala-sejarah"
motto dqn lambang daerah, uisi dan
misi Daerah).

lvlenyesuaikan Dinaskominfo,i
Website Induk

(baritokualakab. go. id)

B. Pemcrintahan Dacrah (menjelaskan
struktur organisilsi pe rncrintah
kabupaten Barito Kua-la-eksekutif
dan legislatif-beserta nama, alamat,
telepon, e-mail pejabat daerah, serta
biodata Pimpinan Daerah agar dikcnal
luas oleh masyarakat).

N{en},esuaikan SKPD/ Subdoma.in

9. Geografi (menjelaskan kondisi
topografr, demografi, cuaca dan iklim,
so sial-ekonomi-budaya daerah) .

Menyesuaikan Dinaskominfo/
Website lnduk

Ibaritokualakab. eo. id)
10. Peta wilayah dan Surnber Daya

(menyajikan batas wilavah
administrasi dalam bentuk peta
wilavah).

Menvesuaikan Dinaskorninfo/
Website Induk

(baritokuaiakab. go. id)



11. Peraturan dan Kebijakan Daerah
(daftar produk hukum daerah Yang
telah dikeluarkan)

Menyesuaikan Bagian Hukurn
Setda. Kab. Batola.

T2. Saran/Komentar pengunjung dan
Pengaduan M as],.ara keii

Menyesuaikan Dinaskominfo/
Website Irr<1uk

bari iokuaiakarb. go. rci)

lJ. Data dan Inlbrmasi menyangkut Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Menyesuaikan Tim Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan

Tindak Pidana
Korupsi Kabupaten

VII. INTERAKSI MANUSIA_KOMPUTER
1. Interface menarik, responsif neb design, dan berkesan profesionai

agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang
diwakilkan oleh sltus u,eb SKPD, meliputi Tata Letak, Warna, dan
Huruf Jiang digunakan Pada situs;

2. Memberikan kemudahan pengelolatan bagi pengelola situs, yaitu
kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada
pada situs web;

3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. Situs web menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

VIII. TtrIO{OLOGI
Teknologi (plarformi yang digunakan oleh situs web di lingkungan
Pemerintah Dareah Kabupaten Barito Kuala, baik untuk situs web induk
maupun situs rveb SKPD haurs memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. Stabil dan aman;
2. Menggunakan soltware open source;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak cipta dan source code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten

Barito Kuala.

IX. KODBFIKASI
Contoh penamaan akun e-maii yang diusulkan adalah sebageii b,erikut:
- Bupati (l2llpqg(barrtokualaka'D.sr:-ici)
- Wakil Bupati (1.'aUuga,f:ar-l )

- Sekretaris Daerah (sekdallilbaritsb=Lelall3b.eA.jd)
- SKPD(SIiEDrAba!_irr,rkualakab.qo.rd,contoh diskorninfcv,Idbaritokualakqb.go"id)
- Kecamatan (kecantatanQ i:aritcf:r-ialakal:.go.ic1,

conto h: i<u r i pa4iii b ri ri to ku a 1 ar i< :i b. gr-' .1gl ) .

- Kelurahan (kelu r a lut:€,bei tel:_=la!&;t]t .so . iC ,

con f o h; n-r u r ab a l:i til::ii$1i ! i,-gle1..:.-:1i i j,I i ) .

X. PENGORGANISASIAi\
Struktur pengelolaan situs web induk dan situs web SKPD adalah sebagai
berikut:
1. Penanggung-jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Administrator (Web Administrator);
5. Jurnalis alau Pcmbr,rat Artikei;



xi. MEKANISMtr KBRJA AKSES INTERNM
Hosting
Hosting untuk situs web maupun aplikasi berbasis web -vg dikelola skpd
secara bertahap akan dipusatka::r pada hosting t ang disediakan oieh
Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sepanjang pemusatan hosting belum bisa Cilaksanakan sepenuhnya,
Aplikasi berbasis r.veb yang dikelola SKPD dapat dihosting pada layanan
hosting selain yang di.sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
dengan ketentuan harus merupakart layalan hosting dalanr: negeri.
Untuk situs web atau aplikasi berbasis web yang dikelola SKPD dengan
hosting pada Dlnas Kominfo, akan diberikal user ID CPa:rel.
Sifus web atau aplikasi berbasis web SKPD yang menggunakal layanal
hosting pihak luar, bisa dimigrasikan pada hosting yang disediakan oleh
Dinas Kominfo dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat twstirtg situs web SI(PD

kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala:
2. Mernbeitahukan alarnat (Uniform Resources l,ocator/URL) situs web

SKPD sehingga pihak Dinas Komunil<asi dan Informatika bisa men-
direct alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain
baritokuaiakab. go. id;

3. Peiaksana upload apiikasi database dilakuka:r sendiri oieh phak
a<iministrasi situs web SKPD atau oieh pihak konsuitan yaxg ditunjuk
SKPD;

4. Setelah proses upload apiikersi dan database selesai, sela:rjutnya pihak
administrator situs web SKPD dan Tim Verilikasi yarrg dibentuk oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan tahapan uji coba
operasional;

5. Pihak Dinas Komrrnikasi dan Informatika hanya bertanggungiawab
dalam hal menjaga kelanczLran akses internetnya, sedangkan
menyangkut aplikasi updatin4 menu-menunya, tetap menjadi
tanggung-jawab pengeioia situs web SKPD.

BUPATI BARITd KUALA,
*,---\-- f,l
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